UNIT PELAKSANA TEKNIS
PAN KAWASAN HUTAN (BPKH)




Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah
dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Naskah Urgensi Rancangan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan
Kawasan Hutan.

Sebagaimana diketahui bersama, isu di bidang planologi kehutanan dewasa ini
terus berkembang secara cepat dan dinamis, sehingga menuntut adanya penanganan
secara cepat dan tepat. Kondisi ini tentunya akan berimplikasi pada kemampuan
kelembagaan yang memiliki kewenangan di bidang planologi kehutanan yaitu Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan untuk dapat bekerja secara optimal dengan tugas dan
fungsi serta struktur organisasi yang dimiliki.

Dokumen Naskah Urgensi ini disusun untuk memberikan penjelasan dan justifikasi
terhadap bentuk kelembagaan Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Secara sistematika
penyusunan dokumen Naskah Urgensi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB
nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Analisis
Perundang-undangan Terkait (3) Deskripsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan, (4)
Dampak Pengubahan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan (5) Penutup.

Penyusunan dokumen Naskah Urgensi ini dilakukan atas dasar kajian
komprehensif terhadap relevansi kelembagaan Kementerian Kehutanan dalam
menjalankan mandat UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta melihat perkembangan
isu di bidang kehutanan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Naskah Akademis ini. Semoga
dokumen ini dapat bermanfaat bagi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
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1.1.

Bab I Pendahuluan
Latar Belakang

Kementerian Kehutanan selaku koordinator dan penanggung jawab
pengelolaan atas £125.541.298,8 Ha kawasan hutan, diharapkan mampu
memberikan kepastian atas batas kawasan hutan. Kepastian batas kawasan
hutan menjadi hal yang tidak dapat ditunda lagi untuk segera direalisasikan.
Penetapan kawasan hutan merupakan kondisi pemungkin (enabling
condition) yang paling penting bagi segala aktivitas atau kegiatan berusaha
di kawasan hutan, baik komersil maupun non-komersil. Tujuan utama dari
penetapan kawasan hutan adalah mewujudkan kawasan hutan yang
mantap, yang memiliki status jelas, tegas, dan keberadaannya mendapat
pengakuan oleh masyarakat serta bebas dari segala hak pihak lain.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga secara utuh mengemban tugas
dan fungsi yang merupakan mandat Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
penyelenggaraan kehutanan serta Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun
2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan
Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan
Hutan.

Dalam melaksanakan mandat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
memliki peran sentral dalam melaksanakan tugas dibidang penyelenggaraan
pemantapan kawasan hutan. Ditjen Planologi Kehutanan menyelenggarakan
fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK,
pemberian bimtek dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis,
pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang
inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan
penatagunaan kawasan hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan
wilayah pengelolaan hutan, serta penggunaan kawasan hutan.

Berdasarkan total luas kawasan hutan di Indonesia saat ini adalah
+125.541.298,8 Ha. Sampai dengan 31 Desember 2022 luas kawasan hutan
yang telah ditetapkan seluas 99.659.196 ha. Pada tahun 2024 kawasan
hutan yang telah ditetapkan seluas 404.843,70 ha, sehingga jumlah total
penetapan kawasan hutan sampai dengan Oktober 2024 seluas 106.617.554
ha. SK Penetapan Kawasan Hutan yang terbitkan di tahun 2024 tersebut
merupakan hasil tata batas sebelum tahun 2023. Total proses penetapan
yang telah dihasilkan selama 4 tahun terakhir adalah seluas 34.580.268,06
hektar, yang terdiri dari SK penetapan KH seluas 337.473 ha di tahun 2020,
seluas 1.277.080 ha di tahun 2021, seluas 10.005.244 ha di tahun 2022,
seluas 6.553.514,7 di tahun 2023, serta potensi penetapan hasil tata batas
tahun 2023 seluas 16.406.955,92 ha.(Data Direktorat Pengukuhan)
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1.2.

Persentase Luas Kawasan
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Gambar. Luas Kawasan Hutan terhadap luas daratan Wilayah NKRI.

Melihat cakupan luasan kawasan hutan dilndonesia yang begitu besar dan
juga tugas dan tanggungjawab Ditjen Planologi Kehutanan yang beragam
perlu dilakukan pelimpahan wewenang ke tingkat daerah. Sebagai akselerasi
kebijakan sampai ke tingkat daerah maka perlu dibentuk unit pelaksana
teknis (UPT) yang bertugas melaksanakan tugas koordinasi, monitoring dan
evaluasi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 2
tahun 2023 bahwa UPT merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dan
diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan
sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari Organisasi Induk.

Dari uraian tersebut di atas, maka perlu disusun naskah urgensi
pembentukan unit pelaksana teknis (Kantor Balai) yang tersebar di beberapa
Provinsi diseluruh Indonesia.

Identifikasi Dinamika dan Tantangan

a. Permasalahan dan Tantangan

Pengukuhan Kawasan Hutan meliputi pengukuhan kawasan hutan,
penataan kawasan hutan, pengendalian kawasan hutan, pengelolaan
informasi dan dokumentasi kawasan hutan merupakan prioritas nasional
(PN) yang menjadi dasar tercapainya pengelolaan hutan berkelanjutan
sehingga dapat berdampak pada penurunan deforestrasi. Dimana dengan
dengan adanya pengukuhan kawasan hutan dan penyelesaian
penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan melalui penataan
kawasan hutan, serta pengendalian kawasan hutan, program-program
pengelolaan hutan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa adanya
konflik dengan masyarakat dan masyarakat dapat ikut serta menjaga
hutan sehingga dapat tercipta kerjasama yang berkelanjutan dan
berdampak pada penurunan tingkat deforestasi. Pengawasan terhadap
pemenuhan kewajiban PNBP PKH yang merupakan kegiatan yang tidak
dilimpahkan ke pemerintah daerah dan murni diawasi oleh Kementerian
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Kehutanan membutuhkan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang
tinggi. Kegiatan pengawasan pelaksanaan PPKH melalui kegiatan
monitoring dan evaluasi yang sebenarnya telah dilimpahkan oleh Menteri
kepada gubernur selama ini tidak berjalan dengan maksimal karena
pihak gubernur merasa tidak didukung dengan dana. Sehingga sebagai
langkah strategis, Dirjen Planologi Kehutanan kembali mengambil peran
untuk melaksanakan kegiatan monev regular PPKH (bukan dalam rangka
perpanjangan atau perubahan PPKH) yang dikoordinasikan oleh BPKH
(UPT Ditjen PLanologi Kehutanan) sejak Tahun 2024. Untuk pelakasnaan
monev oleh BPKH tersebut tentunya perlu disusun pedoman pelaksanaan
kegiatan, bimbingan teknis dan supervisi yang tentunya membutuhkan
manajemen dan SDM yang memadai.

Dengan Luas kawasan hutan Indonesia £125.541.298 Hektar, perlu
dilakukan penataan batas kawasan hutan dilapangan dan ditetapkan
melalui Keputusan Menteri, sehingga kawasan hutan jelas status, letak,
batas dan dapat akui secara legal dan legitimate oleh masyarakat. Selain
itu, dalam kawasan hutan terdapat eksisting penguasaan masyarakat
untuk permukiman, fasum, fasos dan lahan garapan sebelum terbitnya
UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yang perlu diselesaikan melalui
penataan kawasan hutan. Diperlukan kegiatan melalui orientasi dan
rekonstruksi batas kawasan hutan serta sosialisasi kawasan hutan perlu
dilakukan sehingga batas kawasan hutan dilapangan tetap terjaga dan
meningkatkan legitimasi masyarakat akan kawasan hutan. Kegiatan
inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta informasi
geospasial kehutanan dari waktu ke waktu menghadapi tantangan yang
beraneka rupa. Ke depan tantangan yang akan dihadapi secara umum
berupa tantangan untuk peningkatan akurasi data dan informasi,
peningkatan kecepatan penyajian data dan informasi, peningkatan
kedetilan data dan informasi, serta tantangan lainnya

. Kondisi Unit Organisasi

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pemantapan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas Ditjen Planologi Kehutanan memiliki fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan
hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah
pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan,
serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan
hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah
pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan,
serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan
hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan
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pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan
penatagunaan kawasan hutan;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan
rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan
wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber
daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang
penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan
hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan

pemantauan sumber daya hutan,
penatagunaan kawasan hutan

pengukuhan dan

pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Kondisi sumber daya manusia aparatur lingkup Ditjen Planologi Kehutanan
sebagai berikut:

Tabel Dukungan SDM Aparatur Ditjen Planologi Kehutanan

No Unit Kerja PNS | PPNPN | PPPK | Total
1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata 72 10 19 101
Lingkungan
2 | Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 54 2 9 65
3 | Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 75 15 24 114
4 | Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan 81 3 8 92
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
S | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 47 6 6 59
Wilayah I
6 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 34 5 1 40
Wilayah II
7 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 33 5 3 41
Wilayah III
8 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 52 10 7 69
Wilayah IV
9 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 45 7 25 77
Wilayah V
10 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 29 6 17 52
Wilayah VI
11 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 49 3 23 75
Wilayah VII
12 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 45 4 10 59
Wilayah VIII
13 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 34 9 8 51
Wilayah IX
14 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 31 6 8 45
Wilayah X
15 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 72 9 2 83
Wilayah XI
16 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 35 4 12 51
Wilayah XII
17 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 30 5 7 42
Wilayah XIII
18 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 26 8 16 50
Wilayah XIV
19 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 28 12 9 49
Wilayah XV
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20 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 38 2 28 68
Wilayah XVI

21 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 33 8 29 70
Wilayah XVII

22 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 25 6 14 45
Wilayah XVIII

23 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 34 10 14 58
Wilayah XIX

24 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 38 5 13 56
Wilayah XX

25 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 31 10 13 54
Wilayah XXI

26 | Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan 30 7 15 52
Wilayah XXII

Total 1101 177 340 | 1618

1.3. Maksud dan Tujuan
Naskah urgensi ini disusun dengan tujuan memberikan kerangka
urgensi pembentukan unit pelaksana teknis daerah dalam mendukung
pelaksanaan tugas unit kerja pusat ditingkat tapak guna pemantapan
kawasan hutan diseluruh Indonesia.
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Bab II Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kehutanan dan Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024
tentang Kementerian Lingkungan Hidup, maka terjadi pemisahan fungsi tata
lingkungan yang sebelumnya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan beralih ke Kementerian Lingkungan Hidup sehingga
berdampak pada perubahan nomenklatur unit pelaksana teknis yang semula
Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan dengan cakupan
wilayah kerja Papua Barat kami usulkan berubah menjadi Balai Pemantapan
Kawasan Hutan dengan cakupan wilayah kerja Papua Barat dan Papua Barat
Daya.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan kedepan akan secara penuh

melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang
Ditjen Planologi Kehutanan dalam menjalankan mandat Undang-Undang
nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan serta Peraturan Menteri
LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta
Penggunaan Kawasan Hutan. Selain itu, kesesuaian ruang lingkup tugas
dan fungsi UPT dalam melaksanakan tugas unit organisasi induknya
khususnya bidang tata lingkungan dalam upaya pemulihan lingkungan
seperti proses penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dimulai dari tahapan besar yaitu perencanaan; pemanfaatan;
pengendalian; hingga penegakan hukum sebagaimana mandat Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 belum optimal secara hubungan
pertanggungjawaban antara UPT yang bersangkutan dengan organisasi
induknya, efektivitas, kebutuhan koordinasi, dan hubungan kerja dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Organisasi khususnya Bab II kriteria penyederhanaan struktur organisasi
pada pasal 10, bahwa BPKH merupakan unit organisasi Jabatan
Administrasi yang berdasarkan kriteria dimaksud dapat dipertahankan
karena melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup yang memiliki
kewenangan berbasis kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya Balai Pemantapan Kawasan Hutan memiliki kewenangan
pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dalam
melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bab III Deskripsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan

3.1. Tugas dan Fungsi

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang merupakan unit pelaksana
teknis di bidang Pemantapan Kawasan Hutan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab ke pada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan yang me mpunyai
tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan
kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan
status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan
kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data
informasi sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pemantapan

Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, pemetaan kawasan
hutan, dan sosialisasi batas kawasan hutan;

b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam
kawasan hutan;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan
kawasan hutan;

d. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan
berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan
sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan
kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;

e. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;

f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber
daya hutan, di bidang planologi kehutanan;

g. penyebarluasan informasi geospasial kehutanan;

h. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan

kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan,
wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan;dan

i. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan
pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan,
pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, analisis teknis dalam
advokasi hukum, pengelolaan data dan informasi, dan penyusunan data
administrasi dan penerapan sistem pengendalian intern Balai.

3.2. Kedudukan BPKH dalam Organisasi Ditjen Planologi Kehutanan
Balai Pemantapan Kawasan Hutan dipimpin oleh seorang kepala (Jabatan
Struktural Eselon Ill.a) dan terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Struktural Eselon IV.a
(Subbagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan
Hutan; dan Seksi Data Informasi dan Penggunaan Kawasan Hutan serta
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
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Tabel 1. Nama, lokasi, dan wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan

NO. NAMA WILAYAH KERJA
1 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara dan
Wilayah I Medan Provinsi SumateraBarat.
2 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan.
Wilayah Il Palembang
3 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat.
Wilayah III Pontianak
4 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan
Wilayah IV Samarinda Provinsi Kalimantan Utara.
5 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan.
Wilayah V Banjarbaru
6 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Utaradan
Wilayah VI Manado Provinsi Maluku Utara.
7 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan dan
Wilayah VII Makassar Provinsi Sulawesi Barat.
8 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Bali dan Provinsi Nusa
Wilayah VIII Denpasar Tenggara Barat.
9 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Maluku.
Wilayah IX Ambon
10 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Papua, Provinsi Papua
Wilayah X Jayapura Tengah, Provinsi Papua
Pegunungan, dan Provinsi Papua
Selatan.
11 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat, Provinsi
Wilayah XI Yogyakarta Jawa Tengah, Jawa Timur,
Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dan
Provinsi Banten.
12 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau.
Wilayah XII Tanjungpinang
13 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Bangka Belitung dan
Wilayah XIII Pangkal Pinang Provinsi Jambi.
14 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Provinsi Nusa Tenggara
Wilayah XIV Kupang Timur.
15 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo.
Wilayah XV Gorontalo
16 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah.
Wilayah XVI Palu
17 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat dan Provinsi
Wilayah XVII Manokwari Papua Barat Daya.
18 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Aceh.

Wilayah XVIII Banda Aceh
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3.3.

NO. NAMA WILAYAH KERJA

19 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Riau.
Wilayah XIX Pekanbaru

20 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Lampung dan Provinsi
Wilayah XX Bandar Lampung Bengkulu.

21 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah.
Wilayah XXI Palangkaraya

22 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi SulawesiTenggara.
Wilayah XXII Kendari

Beban Kerja dan Rencana Alokasi Kepegawaian

a. Profil Kawasan Hutan Indonesia

Total luas kawasan hutan di Indonesia saat ini adalah +125.541.298,8 Ha.
Sampai dengan 31 Desember 2022 luas kawasan hutan yang telah
ditetapkan seluas 99.659.196 ha. Pada tahun 2024 kawasan hutan yang
telah ditetapkan seluas 404.843,70 ha, sehingga jumlah total penetapan
kawasan hutan sampai dengan Oktober 2024 seluas 106.617.554 ha. SK
Penetapan Kawasan Hutan yang terbitkan di tahun 2024 tersebut
merupakan hasil tata batas sebelum tahun 2023. Total proses penetapan
yang telah dihasilkan selama 4 tahun terakhir adalah seluas 34.580.268,06
hektar, yang terdiri dari SK penetapan KH seluas 337.473 ha di tahun 2020,
seluas 1.277.080 ha di tahun 2021, seluas 10.005.244 ha di tahun 2022,
seluas 6.553.514,7 di tahun 2023, serta potensi penetapan hasil tata batas
tahun 2023 seluas 16.406.955,92 ha.

Berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan sampai dengan
2023, luas kawasan hutan dan perairan seluruh Indonesia adalah 125,66
juta hektar. Menurut fungsinya kawasan tersebut terdiri dari Hutan
Konservasi (HK) seluas 27,41 juta hektar, Hutan Lindung (HL) seluas 29,56
juta hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26,8 juta hektar, Hutan
Produksi Tetap (HP) seluas 29,19 juta hektar, dan Hutan Produksi yang
Dapat Dikonversi (HPK) seluas 12,79 juta hektar.
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PETA KAWASAN HUTAN
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(https://www.bps.go.id)
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(Perairan + Daratan) 2.79% Luas KH . 125.664.550 Ha @
Hutan Lindung () TR 23,50% (darat&pelalran) ’
Hutan Produksi Terbatas (HPT) 26.802.662,8 21,31% (daratan) 120.445.794 Ha
Hutan Produksi Tetap (HP) 29.199.948,1 23,24 %
Hutan Produksi yang dapat 10,17 %

ikonversi (HPK)  12.799.626,5

Gambar. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Tahun 2023

b. Penetapan Kawasan Hutan

Salah satu nilai strategis dari Kawasan hutan adalah sumber penyedia ruang
untuk memenuhi dinamika Pembangunan nasional, sehingga proses
penyediaan Kawasan hutan untuk kegiatan non kehutananan menjadi
sangat strategis dalam pelayanan investasi bagi Pembangunan Nasional
dengan tetap memperhatikan keberadaan Kawasan hutan dan lingkungan.
Hingga saat ini berdasarkan data SK Penetapan sebanyak 2.529 SK.

PROGRES PENETAPAN
KAWASAN HUTAN INDONESIA

LUAS PENETAPAN LUAS PROGRES PENETAPAN
KAWASAN HUTAN KAWASAN HUTAN
\NE i

LUAS KAWASAN HUTAN
125.541.298,8 106.617.554
Jumlah SK Penetapan Prosentase Progres Luas Penetapan Kawasan Hutan

2.529 unit

= Luas Penetapan
Kawasan Hutan

= Prosentase
Penetapan
Kawasan Hutan

® Luas Progres
Penetapan
Kawasan Hutan

= Prosentase Progres
Penetapan
Kawasan Hutan
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INFOGRAFIS PROGRES PENETAPAN KAWASAN HUTAN INDONESIA

- Penetapan sd 2021
J Penetapan 2022
- Belum Penetapan Kawasan Hutan

RENCANA PENYELESAIAN
PENETAPAN KAWASAN HUTAN:
18,923,744,89 HA

PeENETAPAN KAWASAN HUTAN SD.
OKTOBER 2024:
106.617.554 HA

LUAS KAWASAN HUTAN:
125.541.298,8 HA

Sampai dengan Oktober 2024 kawasan hutan di Indonesia telah
ditetapkan seluas 106.617.554 Ha atau 84,52 % dari total luas kawasan
hutan. Dengan demikian, untuk menetapkan 100% kawasan hutan,
direncanakan penyelesaian penetapan kawasan hutan 18.923.744.89 Ha
melalui kegiatan tata batas kawasan.

Kementerian Kehutanan selaku koordinator dan penanggung jawab
pengelolaan atas 125.666.896,3 Ha kawasan hutan, diharapkan mampu
memberikan kepastian atas batas kawasan hutan. Kepastian batas kawasan
hutan menjadi hal yang tidak dapat ditunda lagi untuk segera direalisasikan.
Penetapan kawasan hutan merupakan kondisi pemungkin (enabling
condition) yang paling penting bagi segala aktivitas atau kegiatan berusaha
di kawasan hutan, baik komersil maupun non-komersil. Tujuan utama dari
penetapan kawasan hutan adalah mewujudkan kawasan hutan yang
mantap, yang memiliki status jelas, tegas, dan keberadaannya mendapat
pengakuan oleh masyarakat serta bebas dari segala hak pihak lain.

HALAMAN



Kep. Riau 27,3%

i

1,0%

Dl. Yogyakarta msam— 5) 79,

) I —— 53’ 00/,

SulawesiUtara m— 53 4%
I —— 57 0%

Nusa Tenggara Timur

Sumatera Utara

Maluky  —n 0 5/
. ] 70'500
SU|aWESISe|atan ] 77'2%
. I m—————— 77 3%
Jawa Timur 77 9%
Banten** | 7é 900
] 80 900
Papua B ot 83 6%
) | 85 2%
Ka||mantan Selatan ] é7’7%
Lampung | 88[100
| 1,39
Kaltim dan Kaltara* —99,23,6)%
JaWa Tengah | 97 0%
GOI’OntaIO . | 98,5%
. | 0,
I ——— 99,8%
Ba|| |
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Gambar 1. Presentase penetapan kawasan hutan per Provinsi

Gambar 2. Rincian penetapan kawasan hutan per Provinsi

Memperhatikan sisa volume panjang batas yang belum terselesaikan tersebut
dan mempertimbangkan pentingnya untuk mewujudkan kawasan hutan
yang mantap, serta dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui
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Surat Pimpinan KPK Nomor B/4765/KSP.00/01-16/09/2020 tanggal 28
September 2020 perihal Rekomendasi KPK terkait Percepatan Penetapan
Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan perlu melakukan
berbagai upaya percepatan penetapan kawasan hutan. Penyelesaian tata
batas kawasan hutan yang semula direncanakan akan selesai pada tahun
2024, diusulkan untuk dapat terselesaikan di tahun 2022. Dengan demikian,
diproyeksikan 100% kawasan hutan Indonesia telah ditetapkan sebelum
berakhirnya periode pemerintahan Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2024.
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga secara utuh mengemban tugas
dan fungsi yang merupakan mandat Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021
tentang penyelenggaraan kehutanan serta Peraturan Menteri LHK Nomor 7
Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

Terkait dengan target PNBP dari sektor kehutanan, saat ini Target
PNBP yang selalu meningkat, target PNBP pada tahun 2025 naik dari semula
2,3 Triluin sebesar 3 Triliun, dengan realisasi capaian PNBP setiap tahun
selalu diatas 100%.

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PNBP-PKH)
PERIODE TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN 2024
(dalam Rupiah)
3.500.000.000.000 182,18% 171,24% 65,73"/g| o Tzzlzzj
3.000.000.000.000 62!87/{08,25%' ’
0,00%

137,84% 130,639%

2.500.000.000.000 121,32%

140,00%

120,00%

2.000.000.000.000 125'95%118,27% 129,99% 100,00%
1.500.000.000.000 80,00%
1.000.000.000.000 60,00%

40,00%
500.000.000.000 I I II II I I I 20,00%
0

0,00%
2014 2015 2016 2017 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024

Tahun 2012 2015 2018 2017 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024

Target [640.322.000.000_848.568.360.000 | 1000307 416.075 |1.164.846.575.540| 1.161072.638.280 | 1.164.514.574 450 | 1.474.200.000.000 | 1.445.000.000.000 | 1.770.700.460.000 | 1.608.961 628,000 |2.310.937.702.000

598.385.150] 1.070.087.189.629 | 1.183.084.469.880 | 1.413,168.383.961 | 1.506.241.039.864 | 2.121.568.693.935 | 1.025.518.157.743 | 2.474.873,383.537 | 2.934.657.003.639 | 2.622.162.6816.711 P.501 530,246,067

137,84% 125,95% 118,27% 121,32% 129,99% 182,18% 130,61% 171,27% 166,73% 162,67% 108,25% "

mmTarget mmRealisasi ===Persentase (%)

‘ *sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

3.4. Struktur Organisasi

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dipimpin oleh seorang kepala (Jabatan
Struktural Eselon Ill.a) dan terdiri dari 3 (tiga) Jabatan Struktural Eselon IV.a
(Subbagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan
Hutan; dan Seksi Data Informasi dan Penggunaan Kawasan Hutan serta
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
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Tabel Matriks Sandingan Tugas dan Fungsi UPT

Permen LHK Nomor 18 Tahun 2022

Usulan Perubahan

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan
Tata Lingkungan

Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan
Tata Lingkungan adalah unit kerja daerah
di bidang Pemantapan Kawasan Hutan
yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan

Balai Pemantapan Kawasan Hutan adal

ah unit

kerja daerah di bidang Pemantapan Kawasan
Hutan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Planologi

Kehutanan.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan
Tata Lingkungan mempunyai tugas
melaksanakan pengukuhan kawasan
hutan, penyiapan bahan perencanaan
kehutanan wilayah, penyiapan data

perubahan fungsi dan peruntukan
kawasan hutan, verifikasi data dan
informasi sistem  kajian dampak

lingkungan, dan pengelolaan data dan

BPKH mempunyai tugas
pengukuhan kawasan hutan,

melaksanakan
penyiapan

bahan perencanaan kehutanan wilayah,

penyiapan data perubahan fungsi

dan

peruntukan kawasan hutan, penyajian data
dan informasi pemanfaatan kawasan hutan,
penilaian penggunaan kawasan hutan, dan
penyajian data informasi sumber daya hutan.

informasi sumber daya hutan dan

lingkungan.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan

Tata  Lingkungan  menyelenggarakan

fungsi :

a. pelaksanaan penataan batas,
rekonstruksi batas, dan pemetaan
kawasan hutan;

b. pelaksanaan inventarisasi dan
verifikasi penguasaan tanah dalam

kawasan hutan;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan
penilaian penggunaan kawasan hutan;
penilaian teknis tata batas penataan
batas areal kerja perizinan berusaha
pemanfaatan hutan, persetyjuan
pengelolaan perhutanan sosial,
persetujuan penggunaan kawasan
hutan, persetujuan pelepasan kawasan
hutan, dan penetapan kawasan hutan
dengan tujuan tertentu;
e. pelaksanaan inventarisasi hutan skala

nasional di wilayah;

Balai Pemantapan Kawasan Hutan

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penataan batas,
rekonstruksi batas, pemetaan kawasan
hutan, dan sosialisasi batas kawasan
hutan

b. pelaksanaan inventarisasi dan
verifikasi penguasaan tanah dalam

kawasan hutan

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan
penilaian penggunaan kawasan hutan

penilaian teknis tata batas penataan

batas areal kerja perizinan berusaha
pemanfaatan hutan, persetujuan
pengelolaan perhutanan sosial,

persetujuan penggunaan kawasan hutan,
persetujuan pelepasan kawasan hutan,
dan penetapan kawasan hutan dengan

tujuan tertentu
e. pelaksanaan inventarisasi hutan
nasional di wilayah

skala
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Permen LHK Nomor 18 Tahun 2022

Usulan Perubahan

pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data dan informasi sumber
daya hutan, sumber daya alam, dan
lingkungan hidup di bidang planologi
kehutanan dan tata lingkungan;
penyebarluasan informasi geospasial
lingkungan hidup dan kehutanan;

. penyiapan dan penyajian data dan
informasi perencanaan kehutanan,
pengukuhan kawasan hutan,
penatagunaan kawasan hutan, wilayah
pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan
dan penggunaan kawasan hutan serta
tata lingkungan;
pelaksanaan verifikasi data dan
informasi ekoregion, jasa lingkungan
hidup tinggi, serta daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup;
fasilitasi penyiapan penerapan
instrumen ekonomi lingkungan hidup,
serta daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup;

. pelaksanaan pendampingan dan
verifikasi informasi geospasial dalam uji
kelayakan lingkungan hidup daerah;
pelaksanaan forum bimbingan
dan/atau konsultasi teknis dan
penyuluhan kepada tim uji kelayakan
lingkungan hidup daerah, tim validasi
kajian lingkungan hidup strategis
daerah, serta tim verifikasi rencana
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup daerah;

. pelaksanaan diseminasi sistem kajian
dampak lingkungan, ekoregion, daya
dukung dan daya tampung lingkungan
hidup, rencana perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, dan
instrumen

pengumpulan, pengolahan dan penyajian
data dan informasi sumber daya hutan di
bidang planologi kehutanan
penyebarluasan informasi geospasial
kehutanan

penyiapan dan penyajian data dan
informasi  perencanaan kehutanan,
pengukuhan kawasan hutan,
penatagunaan kawasan hutan, wilayah
pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan
dan penggunaan kawasan hutan
pelaksanaan penyusunan rencana,
program, anggaran, dan pelaporan,
urusan administrasi sumber daya
manusia, keuangan, pengelolaan barang
milik negara, tata persuratan, kearsipan,
kerumah-tanggaan, hubungan
masyarakat, analisis teknis dalam
advokasi hukum, pengelolaan data dan
informasi, dan penyusunan data
administrasi dan penerapan sistem
pengendalian intern Balai
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Sesuai PermenLHK Nomor P.18 Tahun

KEPALA BALAI

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI PENGUKUHAN
DAN PERENCANAAN
KAWASAN HUTAN

Usulan

KEPALA BALAI ‘

SUBBAG TATA USAHA

SEKSI SUMBER
DAYA HUTAN DAN
TATA LINGKUNGAN

SEKSI PERENCANAAN DAN
PENGUKUHAN KAWASAN
HUTAN

SEKSI DATA INFORMASI
DAN PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN

3.5.

u KELOMPOK JABATAN =
1 FUNGSIONAL DAN JABATAN H
H PELAKSANA =

FUNGSIONAL

FH KELOMPOK JABATAN E

Gambar Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Keterkaitan Organisasi Ditjen Planologi Kehutanan dengan BPKH

Balai Pemantapan Kawasan Hutan merupakan unit pelaksanaan tugas
teknis operasional atau teknis penunjang tertentu dari Ditjen Planologi
Kehutanan, Kementerian Kehutanan di tingkat tapak (daerah). BPKH berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan. Kepala BPKH menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH
secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha,
dan Kepala Seksi dan Koordinator Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan
organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai
bidang  tugasnya serta  bertanggung  jawab memimpin  dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan
dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan serta wajib melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi
penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah- langkah yang
diperlukan.
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3.6. Penyedia Sarana, Prasarana dan Anggaran

Seluruh bangunan gedung Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan
memiliki letak yang strategis yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi guna
memudahkan proses koordinasi dengan pemerintah daerah. Infrastruktur
kantor juga disiapkan sebagai ruang informasi, ruang pelayanan, ruang
rapat, ruang arsip, laboratorium GIS dan juga ruang administrasi yang

representative
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Gambar 5. Alat Pengukuran, Survey dan Pemetaan

Guna menunjang pelayanan, selain gedung perkantoran, kendaraan dan alat
perkantoran lainnya, BPKH juga didukung dengan peralatan utama dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemantapan kawasan hutan yakni
peralatan pengukuran, survey dan pemetaan serta sistem informasi
geografis. Salah satunya adalah GPS Geodetik dan pemetaan seperti Trimble
TDC150 dan GPS Geodetik Trimble R8s yang dapat membantu BPKH dalam
melakukan pengukuran batas hutan dengan mendapatkan akurasi yang
lebih akurat dan presisi sesuai dengan standard kehutanan setelah post
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processing data juga memiliki kemampuan sinkronisasi data ke dalam GIS,
sehingga memudahkan dalam penyajian data.

Untuk kepentingan pemetaan BPKH juga dibantu Citra Satelit Resolusi Tinggi
dan drone yang menjadi kelengkapan pendukung yang dapat membantu
melakukan kerja pemetaan khususnya saat bertemu dengan medan yang
sulit dijangkau seperti wilayah hutan hujan tropis dan berbukit.

Tabel. Rekapitulasi Peralatan Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan

REKAPITULASI PERALATAN TEKNIS
______________________________________________________________ BALAIPEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
E Alat Pen.. Altimeter CameraD.. GPS Kompas Distomet._ | WILAYAH | - XXII

118 38 154 1.161 295 101 ' Jumlah Kamera Udara (Drone)

H

1 External’.. AlatUkur Ve_. Kamer_ Laptop Rollmeter _ Alat Uk_.

@ BPKHTL XIX Pekanbary

@ BPEHTL I Ambon

@ BPEHTL XV Palu

W BPKHTL I Medan

& BPEHTL IV Samarinda

@ BPKHTL VI Makassar
BPKHTL Il Palemiiang

L]
L]
L]
H
' 174 72 135 897 203 105
]
H
! Tablet ... PCUnit Teropo. Theodolite LaserM... Plotter
L]

L]

94 582 6 119 34 Bg

@ BPEHTL W Pontianak
@ BPEHTL W1 Manado
& Lainnya

______________________________________________________________

Diagram Peralatan Teknis

3.7. Pembedaan Tugas dan Fungsi dengan Organisasi Ditjen Planologi
Kehutanan

Setiap unsur di lingkungan BPKH dalam melaksanakan tugasnya harus
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan BPKH maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik
pusat maupun daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha,
dan Kepala Seksi, Koordinator Jabatan Fungsional dan Koodinator Jabatan
Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan
instansi lain di luar Balai sesuai bidang tugasnya serta bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta
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memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan serta
wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan
apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-
langkah yang diperlukan.

Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok
Jabatan Fungsional di lingkungan Balai wajib mengikuti dan memenuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai dan menyampaikan
laporan berkala tepat pada waktunya dan menyampaikan laporan kepada
Kepala Balai yang tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi
lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Tabel Cascading Pelaksaan Tugas Pusat dan Daerah

UU 41/1999

Permenhut 1/2024

Ditjen Planologi Kehutanan

BPKH

Inventarisasi hutan

Pengukuhan Kawasan
Hutan

Penatagunaan
Kawasan Hutan

Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan

Penyusunan Rencana
Kehutanan

1. Perumusan Kebijakan,
Pelaksanaan Kebijakan,
Penyusunan NSPK bidang
penyelenggaraan rencana
kawasan hutan, penggunaan
kawasan hutan, pembentukan
wilayah pengelolaan hutan,
inventarisasi dan pemantauan
sumber daya hutan, serta
pengukuhan dan penatagunaan
kawasan hutan

2. Pemberian bimbingan
teknis dan supervisi di bidang
penyelenggaraan rencana
kawasan hutan, penggunaan
kawasan hutan, pembentukan
wilayah pengelolaan hutan,
inventarisasi dan pemantauan
sumberdaya hutan, serta
pengukuhan dan penatagunaan
kawasan hutan

3. Pelaksanaan pemantauan,
analisis, evaluasidan
pelaporan dibidang
penyelenggaraan rencana
kawasan hutan, penggunaan
kawasan hutan, pembentukan
wilayah pengelolaan hutan,
inventarisasi dan pemantauan
sumber daya hutan, serta
pengukuhan dan penatagunaan
kawasan hutan

1. Melaksanakan penyebarluasan informasi geospasial
kehutanan

2. Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi
penguasaan tanah dalam kawasan hutan

3. Melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan skala
nasional diwilayah

4. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
data daninformasi sumber daya hutan di bidang
planologi kehutanan

1. Melaksanakan penataan batas, rekonstruksi batas,
dan pemetaan kawasan hutan

2. Melaksanakan kegiatan penilaian teknis tata batas
penataan batas areal kerja perizinan berusaha
pemanfaatan hutan

3. penyiapan dan penyajian data dan informasi
pengukuhan kawasan hutan

1. Memberikan penilaian teknis persetujuan penggunaan
kawasan hutan

2. Memberikan penilaian teknis persetujuan pelepasan
kawasan hutan

3. Melakukan penilaian teknis penetapan kawasan hutan
dengan tujuan tertentu

4.penyiapan dan penyajian data dan informasi
penatagunaan kawasan hutan

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian
penggunaan kawasan hutan

2. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
3. penyiapan dan penyajian data dan informasi
wilayah pengelolaan hutan

1. penyiapan dan penyajian data dan informasi
rencana kehutanan
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Bab IV Dampak Pengubahan Organisasi
Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Sehubungan dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 175
tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan dan terbitnya Permenhut
nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan maka terjadi pemisahan fungsi Tata Lingkungan yang
sebelumnya menjadi kewenangan Ditjen Planologi Kehutanan beralih ke
Kementerian Lingkungan hidup sehingga berdampak pada perubahan
nomenklatur unit pelaksana teknis. Dengan perubahan nomenklatur dari
Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan menjadi 'Balai
Pemantapan Kawasan Hutan' (BPKH) mengakibatkan dampak sebagai
berikut:

a. Terjadi pengalihan tugas dan fungsi tata lingkungan diantaranya;

e pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi,

sumber daya alam, dan tata lingkungan

e penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup

e pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa

lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup

o fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan

hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

e pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial

dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah

e pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan

penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim
validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim
verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
daerah

e pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan,

ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan
instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah
b. Bidang SDM Aparatur terjadi perubahan nomenklatur jabatan yang
menangani bidang tata lingkungan seperti jabatan fungsional
pengendali dampak lingkungan dan perubahan analisis beban kerja
c. Pemberian layanan bidang tata lingkungan yaitu layanan tata
lingkungan usaha dan kegiatan serta pencegahan dampak lingkungan
kebijakan wilayah dan sektor dialihkan ke Kementerian Lingkungan
Hidup
d. Terkait sarana dan prasarana; secara umum tidak berdampak pada
Ditjen Planologi Kehutanan karena kondisi eksisting masih memadai
e. Keberadaan Balai Pemantapan Kawasan Hutan memberi manfaat bagi
masyarakat dan pemerintah daerah terkait layanan klarifikasi lahan,
pengecekan lapangan, persetujuan penggunaan kawasan hutan,
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verifikasi PNBP PKH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan,
perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan,

perhutanan sosial, kawasan hutan dengan tujuan tertentu, pemberian
informasi geospasial tematik dan lain-lain.
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Bab V Penutup

Dalam rangka mendukung 8 Misi Asta Cita, yang menjadi kebijakan
prioritas Kementerian Kehutanan yaitu (1) memantapkan sistem
pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa
melalui swasembada

pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. (2)
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Balai Pemantapan
Kawasan Hutan merupakan unit pelaksanaan tugas teknis operasional
atau teknis penunjang tertentu dari Ditjen Planologi Kehutanan,
Kementerian Kehutanan di tingkat tapak (daerah) dan merupakan unit
organisasi terdepan yang mendukung kepada pencapaian tujuan
pengelolaan hutan lestari sehingga pengubahan nomenklatur menjadi
suatu keharusan. Dalam pelaksanaan pengubahan UPT ini telah
mengedepankan prinsip-prinsip penyederhanaan birokrasi.
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LAMPIRAN

Tabel Rekapitulasi Peralatan Teknis BPKH

No Satker Alat Alat Alat Laser Altimeter Spiege Clinom Cam Dis External GPS Kompas Lapto PC Kame Plotte Ta Terop Theo Roll
Ukur Pengukur Ukur Meter | eter era to Hardisk p Unit ra r ble ong dolite Meter
Pohon Garis Vertek Relasc Digit me Udara t dan
Tengah ope al ter PC Phiband
1 BPKH Wilayah | 2 0 3 0 0 2 0 18 6 15 113 43 56 64 11 9 2 0 10 0
Medan
2 BPKH Wilayah |1 10 0 3 0 0 6 0 14 0 23 32 5 37 8 9 2 7 0 0 0
Palembang
3 BPKH Wilayah Il 13 0 0 0 10 0 0 6 15 2 56 33 23 36 8 5 3 4 4 5
Pontianak
4 BPKH Wilayah IV 4 0 0 0 0 0 0 10 2 3 96 20 39 32 11 6 2 0 2 24
Samarinda
5 BPKH Wilayah V 22 0 0 0 5 0 0 9 0 8 73 31 68 40 4 5 4 0 22 41
Banjarbaru
6 BPKH Wilayah VI 0 4 3 2 0 5 0 7 17 23 100 19 47 39 6 9 2 2 0 8
Manado
7 BPKH Wilayah VI 0 22 3 0 0 10 3 2 0 9 54 18 40 13 9 4 3 0 4 16
Makassar
8 BPKH Wilayah VIII 2 0 0 0 0 0 0 2 11 3 42 11 49 29 4 2 2 0 9 19
Denpasar
9 BPKH Wilayah X 12 0 0 0 0 0 0 7 0 8 106 21 5 41 13 8 2 0 13 3
Ambon
10 BPKH Wilayah X 0 0 12 0 14 0 11 0 30 0 14 0 57 41 0 0 2 0 20 45
Jayapura
1 BPKH Wilayah XI 0 2 4 0 0 0 7 0 0 0 1 0 59 13 0 3 4 0 2 5
Yogyakarta
12 BPKH Wilayah Xl 0 9 3 2 1 13 1 13 10 5 55 10 34 8 4 3 2 0 6 5
Tanjung pinang
13 BPKH Wilayah XilI 0 12 3 10 0 18 1 7 0 14 13 9 26 8 6 2 6 0 6 3
Pangkalpinang
14 BPKH Wilayah XIV 0 12 3 0 0 8 17 4 0 0 49 11 25 23 6 5 2 0 7 8
Kupang
15 BPKH Wilayah XV 0 9 3 14 0 14 14 13 0 5 26 25 27 38 2 2 3 0 0 9
Gorontalo
16 BPKH Wilayah XVI 22 19 3 0 0 33 1 6 0 29 31 23 71 45 12 4 3 0 14 12
Palu
17 BPKH Wilayah XVII 0 13 10 0 0 0 0 0 0 38 0 37 11 0 3 7 0 0 0
Manokwari
18 BPKH Wilayah 8 8 3 0 8 3 18 10 8 10 53 0 45 28 6 5 16 0 0 0
XVIII_Banda Aceh
19 BPKH Wilayah XIX 2 8 3 6 0 7 6 5 0 0 96 6 47 27 15 2 2 0 0 0
Pekanbaru
20 BPKH Wilayah XX 3 0 0 0 0 0 0 13 0 11 24 5 51 3 2 7 0 0 0
Bandar Lampung
21 BPKH Wilayah XXI 0 0 13 0 0 0 10 0 0 60 0 22 21 0 5 6 0 0 0
Palangkaraya
22 BPKH Wilayah XXII 5 0 0 0 0 0 0 8 2 6 29 5 32 17 6 2 7 0 0 0
Kendari
Total 105 118 72 34 38 119 109 154 101 174 1161 295 897 582 135 88 94 6 119 203




Matriks Usulan Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Planologi Kehutanan

Permen LHK Nomor 18 Tahun 2022

Usulan Perubahan

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan

Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan adalah
unit kerja daerah di bidang Pemantapan Kawasan Hutan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah unit kerja daerah di
bidang Pemantapan Kawasan Hutan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan,
penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan
data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan,
verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan,
dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan
lingkungan.

BPKH mempunyai

tugas melaksanakan pengukuhan

kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan
wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan
kawasan hutan.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan
pemetaan kawasan hutan;

b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah
dalam kawasan hutan;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan
kawasan hutan;

d. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja
perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan
pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan
kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan

penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;

Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas,
pemetaan kawasan hutan, dan sosialisasi batas
kawasan hutan;

b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi;

C. penguasaan tanah dalam kawasan hutan;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan  penilaian
penggunaan kawasan hutan;

e. penilaian teknis tata batas penataan batas arealkerja

perizinan berusaha pemanfaatan hutan,
persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan
pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan
dengan tujuan tertentu;
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Permen LHK Nomor 18 Tahun 2022

Usulan Perubahan

. pelaksanaaninventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi
sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup
di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;

. penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan
kehutanan;

. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan
kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan
kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan
hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa
lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup;

fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomilingkungan
hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup;

. pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi
geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis
dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup
daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah,
serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup daerah;

. pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan,
ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan
instrumen

pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di
wilayah;

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi sumber daya hutan di bidang planologi
kehutanan;

penyebarluasan informasi geospasial kehutanan;
penyiapan dan penyajian data dan informasi
perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan,
penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan,
pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;dan
pelaksanaan penyusunan rencana, program,
anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber
daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik
negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah-tanggaan,
hubungan masyarakat, advokasi hukum, pengelolaan data
dan informasi, dan penyusunan data administrasi dan
penerapan sistem pengendalian intern Balai.
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